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Abstract: All of religion in Indonesia have got such guarantee of existence, according to 

Constitution of 1945. In its preamble was laid dawn that “With the blessing and mercy 

of Allah the Almighty and urge by the noble desire for a national life of independence, the 

Indonesian people hereby proclaim their independence”. This sentence expresses the feelings 

of gratitude towards Allah the Almighty. This expression represents obviously the manifes-

tation of faith in accordance with the religious teaching. The position of religion has been 

made clear, based on article 29 of the 1945 Constitution, that the state of Indonesia is 

based on the Believe in the One Supreme God. This article, declare clearly that the State 

guarantees freedom for every citizen to adhere to his religion and to perform his religious 

duties. Accordingly, the Government will endeavor to create condition which will promote 

harmoniously life among people of different religion, in its ultimately effort to strengthen 

national unity. 

 

Keywords: Religion, State, Integralistic, Secularistic, Nationalistic 
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Abstrak: Semua agama di Indonesia mendapat jaminan keberadaan, sesuai dengan Kon-

stitusi tahun 1945. Di dalam pembukaannya, diungkapkan bahwa “Dengan berkah dan 

rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dorongan oleh keinginan mulia untuk kehidupan 

nasional yang merdeka, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Ka-

limat ini mengungkapkan perasaan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa. Ungkapan 

ini jelas merupakan manifestasi iman sesuai dengan ajaran agama. Posisi agama telah 

dijelaskan, berdasarkan Pasal 29 Konstitusi 1945, bahwa negara Indonesia berdasarkan 

pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini, dengan jelas menyatakan bahwa Negara 

menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agamanya dan menjalankan 

kewajiban agamanya. Oleh karena itu, Pemerintah akan berusaha menciptakan kondisi 

yang akan mempromosikan kehidupan yang harmonis di antara orang-orang dari 

berbagai agama, dalam upaya terakhir untuk memperkuat persatuan nasional. 

 

Kata Kunci: Agama, Negara, Integralistik, Sekularistik, Nasionalis 

 

 

Pendahuluan  

Pemikiran politik Islam Indonesia tumbuh dan berkembang, jauh sebe-

lum Indonesia merdeka dari penjajah asing. Indonesia adalah negeri Mus-

lim terbesar di dunia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika tarik 

menarik landasan filosofi dan ideologi Negara antara paham nasionalis 

dengan Islam cukup seru. Hal ini tergambar dalam peta sejarah, bahkan 

hingga kini laksana tak lekang di panas dan tak lapuk di hujan, sampai-

sampai munculnya aksi-aksi teror bom selalu dikait-kaitkan dengan 

gerakan-gerakan kaum sempalan umat Islam, yang ditengarai ingin mene-

gakkan konstitusi Islam.  

Pemikiran politik Islam, secara substansial, dapat dimaknai sebagai 

mengurusi urusan berdasarkan suatu aturan tertentu yang berkaitan 

dengan perintah dan larangan. Dalam konteks ini, patut disimak penjela-

san makna politik yang tertera dalam kitab Fatḥ al-Bārī, pada syarah hadis 

berikut ini: “(Mereka diurus oleh para Nabi), maksudnya, tatkala tampak 

kerusakan di tengah-tengah mereka, Allah pasti mengutus kepada mereka 
seorang Nabi yang menegakkan urusan mereka dan menghilangkan hukum-

hukum Taurat yang mereka rubah. Di dalamnya terdapat isyarat, bahwa 
harus ada orang yang menjalankan urusan di tengah-tengah rakyat yang 

membawa mereka melewati jalan kebaikan, dan membebaskan orang yang 

terzalimi dari pihak yang zalim”.  

Berdasarkan pada pengertian dari syarah hadis di atas, jelas terlihat 

bahwa pemikiran politik Islam ditarik pada adanya suatu pemerintahan 
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dalam suatu Negara yang berpedoman pada “Dasar Negara” yang menjadi 

landasan hukum atau dasar konstitusi. Supremasi hukum harus dite-

gakkan sebagai kontrak politik guna menangkal masuknya aspek-aspek 

nisbi yang bersifat subjektif, atau kepentingan individu atau golongan di 

dalam perjalanan suatu pemerintahan. Agaknya para founding father sudah 

memikirkan secara matang landasan konstitusional yang diformulasikan 

dari akar budaya masyarakat Nusantara, yang dapat mengakomodir 

kepentingan rakyat yang multi-dimensional, dengan satu asas “Bhinneka 

Tunggal Ika”.  

Torehan sejarah pemikiran politik Islam Indonesia menunjukkan 

bahwa pasca deklarasi Pancasila sebagai asas Negara, yang memosisikan 

“Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dan menjadi ruh/jiwa 

terhadap sila-sila yang lainnya. Akan tetapi sebagian massa umat yang 

memiliki kesadaran politik menuntut perubahan ke arah Syariah Islam. Di 

sinilah penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan perumusan 

kepentingan (interest articulation) dilandaskan kepada Syariah Islam dan 

diperjuangkan bersama antara partai dengan rakyat.  

Penyampaian Islam pun ditujukan kepada ahl-quwwah (baca: 

pemerintah) dan pihak-pihak yang berpengaruh seperti politisi, orang 

kaya, tokoh masyarakat, media massa dan sebagainya. Melalui pendekatan 

intensif ahl-quwwah setuju dan mendukung perjuangan partai bersama 

rakyat. Kekuatan politik yang didukung oleh berbagai macam pihak sema-

cam ini tidak akan terbendung. Persoalannya adalah, konsep Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi harga mati yang 

tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu dalam konteks NKRI, mes-

kipun Islam memiliki solusi syariah yang cerdas, dan bisa diterapkan oleh 

Negara, sebagaimana banyak dinyatakan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi, 

namun paradigma dan diskursus pemikiran politik Islam tetap dalam 

bingkai NKRI.  

 

Agama dalam Negara: antara Integralistik, Sekularistik, 

dan Substansialistik  

Membincang posisi agama dalam Negara konteks keindonesiaan, 

secara teoritis, bertolak dari tiga paradigma, yaitu paradigma integralistik 

yang memandang bahwa antara agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. 

Agama, dalam hal ini Islam dipandang sebagai sistem yang paripurna yang 
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mencakup semua aspek kehidupan, khususnya aspek politik. Motor peng-

gerak dari teori ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rashīd Riḍā 

dan Abū al-A’lā al-Mawdūdī. Mereka senantiasa mereview pada pemerinta-

han Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidun yang disebut sebagai Negara Madi-

nah.  

Paradigma pertama adalah paradigma integralistik atau integrated 

agama dan Negara juga menjadi referensi kelompok “fundamentalisme Is-

lam” yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam, yakni bahwa Is-

lam meliputi seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks ini, al-Mawdūdī 

menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan 

politik atau antara agama dan Negara. Islam adalah skema kehidupan yang 

sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan.1  

Implementasi dari pemikiran politik paradigma pertama ini adalah 

keniscayaan mendirikan negara Islam. Al-Mawdūdī berpendapat bahwa 

negara Islam yang ia cita-citakan adalah negara yang khas dengan ciri 

agama, bukan etnis dan didasarkan atas musyawarah seperti yang diprak-

tikkan di era awal Islam, yang menunjukkan parlementarianisme negara 

modern. Karenanya, negara ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin 

yang dipilih, dan memiliki dewan legislatif yang juga dipilih. Dewan ini 

bertugas mengatur persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariah.2 Se-

bagai sarana untuk mewujudkan komunitas dan negara Islam, Sayyid 

Quthb mengambil sikap yang sangat khas dan menarik, sikap yang selaras 

dengan praktik dan doktrin Islam adalah gagasannya tentang dualisme, 

yaitu adanya partai Tuhan dan partai setan. Semua yang bertentangan 

dengan ideologi Islam adalah komunitas setan dan mereka wajib di-

perangi.3 

Kerangka pemikiran politik Islam yang merekomendasikan asas Islam 

bagi suatu pemerintahan dapat ditelusuri dari perintah al-Qur’an yang me-

niscayakan ketaatan bagi rakyat terhadap pemimpin. Landasan ontologis 

pada umumnya adalah ayat 59 surat al-Nisā’ [4]: 59; “Hai orang-orang 

yang beriman, taatilah Allah dan tantilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara 

kamu...”. Ayat ini didukung oleh hadis nabi sebagai berikut: “Dengar dan 

taatilah, sekalipun yang memerintahkan kepadamu itu seorang hamba Negro 
yang botak kepalanya sepanjang ia memerintah kepadamu dengan berpijak 

kepada kitabullah”. (H.R. al-Bukhārī).  
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Kerangka pikir di atas kerap kali dijadikan jargon-jargon politik oleh 

para kandidat atau kompetitor dalam pemilihan pemimpin yang mengis-

yaratkan bahwa ia layak dipilih karena ia patuh dan komitmen kepada al-

Qur’an dan Sunnah. Sebagai contoh ketika Yazid III (m. 744) berusaha 

mendapatkan kembali dukungan dari “pemberontak yang saleh” (memin-

jam istilah Hodgson), dengan menawarkan semacam imbalan kesetiaan, ia 

menjanjikan pemerintahan yang “sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah”, 

sebagaimana tuntutan ulama, dan ia akan memanfaatkan pendapat negara 

dengan adil. Ia mengatakan:  

“Bila aku memegang janji yang kuucapkan di sini, maka kalian harus 

mematuhi dan mendukungku, tetapi bila aku tidak memenuhi janji, 

kalian boleh mengusirku dari istana... Seseorang tidak boleh mematuhi 

makhluk yang tidak menaati Tuhannya... Patuhilah manusia (hanya) 

selama ia mematuhi Tuhan...Bila (seorang penguasa) menentang Tu-

han dan mengajak kalian kepada kebatilan, maka dibenarkan untuk 

menentang dan membunuhnya.”4 

Hak untuk melengserkan seorang kepala negara yang buruk kemudian 

menjadi isu yang cukup ramai dibincangkan, bahkan lebih jauh dari itu 

dalam paradigma politik kontemporer menjadi isu HAM dan kebebasan, 

sehingga menjadi dasar kuat dalam aksi demo rakyat kecil di luar parle-

men. Sayyid Quthb menyikapi bahwa ketaatan kepada pemegang 

kekuasaan negara/ pemerintahan merupakan perpanjangan dari ketaatan 

kepada Allah dan Rasul-Nya, sebab menaati pemimpin dalam Islam 

bukanlah karena jabatan mereka, tetapi karena pelaksanaan syariah yang 

bersumber dari Allah dan Rasul-Nya ini berhak untuk ditaati.5 

Paradigma kedua adalah paradigma sekularistik, yaitu pandangan yang 

menegaskan bahwa antara agama dan Negara tidak ada keterkaitan sama 

sekali. Inti pemikirannya bahwa Nabi Muhammad diutus bukan untuk 

membangun kerajaan atau mendirikan sebuah Negara, wujud Negara 

Madinah hanyalah merupakan keniscayaan proses sejarah belaka yang ber-

barengan dengan bangsa Arab. Sebagai tokoh penyandang pemikiran ini 

dikenal nama besar Ali Abd Raziq dan Thaha Husein. Paradigma sekular-

istik ini menolak baik hubungan integralistik maupun simbiotik antara 

agama dan Negara. Pemikiran politik yang diusung adalah pemisahan an-

tara agama dan Negara. Ia menolak Islam sebagai dasar Negara.6 

Sekularisme atau pemisahan antara agama dan negara merupakan pa-

ham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena dengan pemisahan 
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semacam ini berarti ajaran Islam itu tidak dipraktikkan dalam kehidupan 

masyarakat dan negara. Aturan-aturan negara menurut paham ini sepe-

nuhnya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional atau atas dasar konsen-

sus warganya, pelibatan agama dibenarkan maksimal hanya sebagai sum-

ber etika dan moral saja. Di sinilah tampaknya ambiguitas NKRI. Di satu 

sisi mengakui kebenaran ajaran Islam namun tidak berani mengimple-

mentasikannya dalam tataran negara dan kekuasaan, karena disisi lain ha-

rus menjaga keutuhan NKRI yang mentolerir bahkan menyamakan hak 

antar-agama untuk hidup dan berkembang, sehingga jalan tengah yang 

dipilih menjadikan Pancasila sebagai landasan konstitusi.  

Paradigma ketiga adalah paradigma substansialistik, yaitu aliran 

pemikiran yang berpandangan bahwa Islam (baca al-Qur’an) memang 

tidak memosisikan diri sebagai kitab politik, tetapi mengandung muatan 

nilai-nilai substansial kehidupan politik, seperti demokrasi, keadilan, per-

samaan, ketaatan, kepemimpinan dan sebagainya. Islam mengajarkan be-

berapa prinsip sistem politik, dan secara detail implementasinya melalui 

proses ijtihad para alim ulama dan ahli pikir Muslim.7 

Paradigma ketiga ini dalam pandangan para pemikir sering juga disebut 

sebagai paradigma simbiotik, yaitu pandangan yang menegaskan bahwa 

agama dan Negara berhubungan secara simbiotik, saling memerlukan, 

timbal balik. Agama memerlukan Negara, karena dengan Negara agama 

dapat berkembang. Negara memerlukan agama, karena dengan agama 

Negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Tampaknya 

paradigma ketiga inilah yang paling mungkin dan sesuai dengan prame 

NKRI.  

Al-Mawardi (W. 1058), teoretikus politik Islam klasik, dalam konteks 

pemikiran simbiosisme agama dan Negara tadi, berpendapat bahwa 

kepemimpinan Negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi ke-

nabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.8 Keduanya merupa-

kan dua jenis aktivitas yang berlainan, namun berhubungan secara simbi-

otik, karena merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Mawardi terlihat 

dalam pandangannya mencoba mengompromikan realitas politik dengan 

idealistis politik seperti disyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama 

sebagai alat justifikasi kepatutan politik. Dengan demikian, ia telah 

mengenalkan sebuah pendekatan pragmatis dalam menyelesaikan persoa-

lan politik kala dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama.  
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Munculnya ketiga paradigma politik hubungan agama dan Negara sep-

erti di atas berimbas pada kontroversi pemikiran politik berkepanjangan 

dan tampaknya tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, diperlukan 

komitmen politik yang kuat antar individu dalam setiap kelompok 

masyarakat, bahwa NKRI tidak memasukkan interpretasi ketiga para-

digma tersebut. Kalaupun tetap dikait-kaitkan, maka pilihan yang paling 

mungkin adalah paradigma terakhir, yaitu paradigma substansialistik.  

Paradigma sekularistik yang dikembangkan oleh Ali Abd Raziq mem-

icu kontroversi pemikiran politik. Spektrum yang dikembangkan oleh Ra-

ziq adalah bahwa, Islam tidak mengatur masalah kekhalifahan, pemerintah 

dan Negara. Pandangan ini bersumber dari Margoliouth, seorang Yahudi 

yang menjadi Guru Besar Bahasa Arab di Inggris. Ia berujar dengan meru-

juk pada doktrin Injil: “Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, 

dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya”;9 sebagai argumen 

pemisahan Negara dan agama.10 

Pada spektrum yang lain, yaitu dimotori oleh para pemikir politik yang 

menganut paradigma integralistik ataupun substansialistik menentang ha-

bis-habisan, bahkan melakukan gerakan-gerakan sporadis bawah tanah. 

Spektrum pertama jelas terbawa arus pemikiran renaisans dengan human-

isme sekulernya yang telah berkembang sedemikian rupa. Pemikiran ter-

sebut telah mempengaruhi dunia dan sistem etiknya yang bercorak antro-

posentris, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat dari segala-galanya.  

Sebagian besar ulama Islam menolak dengan keras pandangan sekuler 

ini, baik secara teori maupun kenyataan sejarah sejak Islam muncul lima 

belas abad yang lalu. Mereka bersikukuh mempertahankan pemikiran 

bahwa Islam itu meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sistem politik, 

ekonomi, etika dan kemasyarakatan.11 Kalau Islam itu hanya tata agama, 

seperti disinyalir oleh Raziq, ia tidak akan membentuk masyarakat dan 

Negara seperti di Madinah. Karena di sana Nabi Muhammad, tidak saja 

sebagai Rasul (pemimpin agama) tetapi sekaligus sebagai kepala Negara.12  

Fakta tersebut tidak saja menjadi keyakinan sebagian besar ulama Is-

lam, tetapi juga diakui oleh banyak orang Barat dan kaum orientalis, se-

bagaimana diutarakan oleh Dhiyā’ al-Dīn al-Rais, yang dikutip dari buku 

“al-Nadlariyat al-Siyāsah al-Islāmiyah” oleh M. Yusuf Musa13 yang di an-

tara mereka adalah:  
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1) Firt Gerald berkata: “Islam bukan sekedar agama, melainkan juga 

sebuah tatanan politik...yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain”.  

2) C.A. Nollino berkata: “Pada saat yang sama Muhammad sekaligus 

memberikan agama dan negara, sedangkan peraturan-peraturan 

negaranya selalu tepat sepanjang hidupnya”.  

3) Schatt berkata: “Islam lebih dari sekedar agama, ia juga menjabar-

kan hukum dan politik”.  

4) Thomas Arnold berkata: “Nabi saw. seorang kepala agama dan 

kepala negara”.  

Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa salah satu karakteristik 

agama Islam pada masa-masa awal penampilannya ialah kejayaan di bi-

dang politik. Kenyataan itu menjadi dasar bagi adanya pandangan yang 

merata di kalangan para ahli dan awam, baik Muslim maupun non Mus-

lim, seperti telah dijelaskan tadi, bahwa Islam adalah agama yang terkait 

erat dengan persoalan kenegaraan. Bahkan disinyalir sesudah kaum Mus-

limin berkenalan dengan Aryanisme Persia muncul ungkapan: “Islam ada-

lah agama dan negara” (al-Islām dīn wa dawlah) yang mengindikasikan 

kesetaraan antara agama dan negara.14 

Badai modernisme melanda dunia Islam dan pemikiran politik Islam 

kontemporer. Sejak dari al-Afghānī, ‘Abduh dan Rashīd Riḍā, ber-

sambung dengan Amir Ali, Ahmad Khan dan Kalam Azad sampai kepada 

Tjokroaminoto, Agus Salim, Sukiman dan M. Natsir, dunia Islam di-

pengaruhi perkembangan ideologis.15 Salah satunya adalah mengenai 

agama dan negara. Diskursus tentang hal ini di Indonesia tampaknya be-

rawal sekitar tahun 1926, tatkala Soekarno memunculkan gagasan untuk 

mempersatukan golongan nasionalisme, Islam dan Marxisme yang antara 

lain berimplikasi pada pembatasan soal agama pada masalah privat.16 Di 

sini terlihat kepekatan pengaruh pemikiran sekularisme yang sangat 

menentukan bagi percaturan ideologis antara Islam dan Nasionalis.  

 

Relasi Islam dan Negara di Indonesia  

Satu hal yang membuat “geram” Soekarno tentang eksistensi Islam 

politik pada masa kemerdekaan dan sampai pada pasca revolusi adalah 

pandangannya yang memosisikan Islam politik tersebut sebagai pesaing 

kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Karena Soe-

karno berkeyakinan bahwa untuk menyatukan Indonesia haruslah 
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mengambil bentuk Nation State, negara kebangsaan yang dibangun di atas 

fondasi budaya bangsa, bukan atas dasar keyakinan agama, sebab agama 

yang berkembang di nusantara bersifat multi-agama, keyakinan dan ke-

percayaan yang mesti bernaung di bawah kesatuan negara. Persepsi itulah 

tampaknya yang membawa implikasi terhadap keinginan negara untuk be-

rusaha menghalangi dan melakukan domestikasi terhadap gerak ideologis 

politik Islam.  

Kebijakan pemerintah yang melakukan domestikasi terhadap paham 

keagamaan (baca ideologisasi Islam terhadap dasar negara), bukan saja para 

pemimpin dan aktivis politik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai 

ideologi dan atau agama negara (pada 1945 dan dekade 1950-an), tetapi 

mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik “minori-

tas” atau “outsider”. Lebih dari itu, bahkan politik Islam sering dicurigai 

sebagai anti ideologi negara Pancasila.17 Hingga detik ini, trauma terhadap 

ideologisasi Islam tetap melanda pemimpin bangsa, sehingga gerakan 

teroris mendapat tempat sebagai agen pembangkangan terhadap 

pemerintah dan pada akhirnya muncul tafsir “gebrak uyah/hantam 

kromo” menganggap Islam, siapa pun dan dalam bentuk apa pun patut 

dicurigai. Hal ini tentu saja tidak kondusif bagi perkembangan demokrasi 

di masa-masa mendatang.  

Kecurigaan negara terhadap Islam, disebut sebagai antagonisme 

pemerintah yang berakar pada kecenderungan pemahaman keagamaan 

yang berbeda. Perbedaan mendasar tentu saja berawal dari terpecahnya 

pemahaman hubungan politik antara Islam dan negara pada tiga para-

digma yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu paradigma integralistik, 

simbiotik dan sekularistik. Ketiga-tiganya masing-masing memiliki pengi-

kut, baik yang fanatik maupun yang moderat. Perdebatan dan perten-

tangan yang lebih keras dirasakan adalah pada saat masing-masing pen-

dukung yang memiliki fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinan 

yang dipertaruhkan, sehingga berimplikasi pada gerakan-gerakan radikal 

yang fundamental dan berujung pada tindakan kekerasan dan teror.  

Awal hubungan yang antagonistis ini dapat ditelusuri dari masa perge-

rakan kebangsaan, ketika elite politik nasional terlibat dalam perdebatan 

tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka. Upaya untuk men-

ciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara 

bergulir terus hingga periode kemerdekaan dan pasca revolusi. Pada saat 
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ini, tema-tema politik Islam lebih bergulir pada tataran ideologi dan sim-

bol—sesuatu yang mencapai klimaksnya pada perdebatan di Konstituante 

pada paruh kedua dasawarsa 1950-andaripada substansi. Pergulatan ini te-

lah memunculkan mitos tertentu sejauh yang menyangkut pemikiran dan 

praktik politik Islam.  

Pada awal 1970-an muncul upaya-upaya pencairan ketegangan yang 

muncul dari akar curiga-mencurigai. Negara begitu alergi dengan gagasan 

Islam formalistis, legalistik dan simbolistik yang bermuara dari paham in-

tegralistik. Di sisi lain pemerintah lebih cenderung pada paradigma seku-

laristik yang membuat para pendukung paham integralistik semakin 

“bensi” terhadap penguasa yang antagonistis. Pada saat Orde Baru me-

mantapkan kekuasaannya, terjadi kontrol yang berlebihan terhadap 

kekuatan politik Islam, terutama terhadap kelompok radikal yang dikha-

watirkan semakin militan dan menandingi eksistensi negara.  

Pada dasawarsa 80-an terlihat fenomena baru, yaitu adanya penurunan 

ketegangan yang diindikasikan dengan semakin besarnya peluang umat Is-

lam dalam mengembangkan wacana politiknya serta munculnya ke-

bijakan-kebijakan yang dianggap positif bagi umat Islam. Kebijakan-ke-

bijakan tersebut berspektrum luas, ada yang bersifat struktural, legislatif, 

infrastruktural dan kultural.18 Kecenderungan akomodasi negara terhadap 

Islam juga ditengarai dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang 

pendidikan dan keagamaan serta kondisi dan kecenderungan politik umat 

Islam sendiri.19 

Kecenderungan pemerintah yang bersifat akomodatif tersebut agaknya 

didasari dari kesadaran pemerintah bahwa umat Islam merupakan 

kekuatan politik yang potensial, oleh karenanya negara lebih memilih ako-

modasi terhadap Islam, karena jika negara menempatkan Islam sebagai 

outsider negara, maka konflik akan sulit dihindari yang pada akhirnya 

akan membawa imbas terhadap proses pemeliharaan NKRI. Bahkan secara 

pragmatis, Islam merupakan legitimasi kekuasaan jika suaranya dapat di-

jaring secara optimal dalam pemilu. Oleh karena itu pula bermunculan 

lembaga-lembaga non formal keagamaan yang “menempel” pada partai-

partai yang beraliran nasionalis, sekularis hingga komunis sekalipun.  

Negara melakukan akomodasi terhadap Islam, selain alasan di atas, pal-

ing tidak, ada tiga argumentasi yang dapat dijadikan alas. Pertama, dari 

kacamata pemerintah, Islam merupakan kekuatan yang tidak dapat dia-

baikan, jika dimarginalkan akan menimbulkan masalah yang cukup rumit 
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dan dapat meredam kemungkinan konflik yang dapat muncul. Kedua, di 

kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu 

fobia terhadap Islam, bahkan memiliki dasar keislaman yang cukup kuat, 

sebut saja misalnya Emil Salim, BJ. Habibie, Akbar Tanjung dan lain se-

bagainya. Mereka memiliki peran strategis dalam pemerintahan yang 

mengerti betul posisi Islam yang tidak tepat jika dimarginalkan. Ketiga, 

adanya perubahan persepsi, sikap dan orientasi politik di kalangan Islam 

itu sendiri,20 bahwa Islam jika dipahami secara benar tidak ada kamusnya 

untuk dijadikan musuh negara. Sebab ajaran Islam yang benar adalah 

menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kemanusiaan, trans-

paransi dan lain sebagainya, yang juga menjadi tujuan negara dalam per-

spektif good governance.  

Menarik juga dikemukakan di sini pandangan Bahtiar Effendy yang 

melihat akomodasi pemerintah terhadap Islam memiliki dua alasan, yaitu; 

pertama, selama dua puluh lima tahun terakhir, umat Islam mengalami 

proses mobilisasi sosial-ekonomi-politik yang berarti. Hal ini disebabkan 

oleh pembangunan ekonomi dan meluasnya akses ke pendidikan tinggi 

modern. Mereka ter-transformasikan ke dalam entitas level menengah, 

baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Sebut saja mereka itu adalah 

para pemikir politik Islam terkemuka seperti M. Dawam raharjo, Nur-

cholish Madjid, Akbar Tanjung, Amin Rais, Hidayat Nurwahid, dan lain 

sebagainya. Kedua, adanya transformasi pemikiran dan tingkah laku poli-

tik generasi baru Islam. Umat Islam telah mengalami transformasi intel-

ektual dan aktivisme yang semula bersifat legalistik-formalistik menjadi 

lebih substansialisti.21 Sikap demikian ini telah mencerahkan para generasi 

baru/ muda Islam menjadi moderat.  

 

Implikasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia  

Salah satu di antara keunikan Indonesia adalah berpenduduk mayoritas 

Muslim tetapi tidak berpretensi mendirikan negara Islam, tetapi negara 

nasionalis. Tesis “Mencintai negara sebagian dari iman” digunakan untuk 

memperkuat sendi-sendi nasionalisme yang dikembangkan untuk tujuan 

negara bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Cinta tanah air menjadi slogan 

yang begitu mujarab memukau seluruh lapisan masyarakat Nusantara 

menuju Indonesia yang merdeka. Berbeda dengan paradigma Rasulullah 

saw. dalam membangun komunitas global, sehingga di tangan al-Khulafa 
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al-Rasyidun berhasil tampil sebagai adi kuasa dunia, Abu Dawud meri-

wayatkan: “Bukan dari golongan kami orang-orang yang menyeru kepada 

‘ashabiyyah (nasionalisme /sukuisme), orang yang berperang karena ‘ashabiy-

yah, serta orang yang mati karena ‘ashabiyyah”. (HR. Abū Dāwud). Kebena-

ran pesan Nabi tersebut secara realistis jelas terlihat ketika Rasulullah saw. 

dan para sahabat berhasil membebaskan tanah Mekkah, mereka tidak 

kembali menetap di kota Mekkah, melainkan tetap berada di Madinah.  

Adagium “cinta tanah air”, dalam perspektif pemikiran politik Islam, 

seperti yang dikembangkan oleh Bung Karno dan para pejuang Tanah Air, 

adalah sesuatu yang menyesatkan. Ungkapa tersebut bukanlah hadis, 

melainkan merupakan hadis palsu, haram untuk diamalkan. Maka dari 

itu, Islam lebih tepatnya menggunakan landasan teologis dalam me-

mahami konsepsi mana yang digunakan Rasul dalam mengikat etnis-etnis 

di Madinah, yaitu misalnya firman Allah: “Sesungguhnya orang-orang 

Mukmin itu bersaudara”.22 Dari landasan di atas dapat diambil ibrah 

bahwa ideologilah akidah yang melahirkan suatu pengaturan dan sistem—

yang mesti mengatur hidup manusia.  

Lain zaman Rasul, lain pula zaman Bung Karno. Perjalanan waktu te-

lah memutarbalikkan situasi dan kondisi. Perbedaan ideologi dasar telah 

melahirkan beda pandangan antar tokoh nasional kita. Pemikiran politik 

yang berkembang didominasi oleh tarik-menarik dua kutub pemikiran 

yang berseberangan. Namun demikian tidak terlalu tegas distingsinya, ka-

rena paham nasionalis yang berkembang pun terpecah menjadi dua, yaitu 

nasionalis sekularis dan nasionalis substansialis. Dalam istilah politik ada 

Islam kiri dan ada juga Islam kanan. Pada sisi lain adalah kelompok Islam 

yang skripturalis yang lebih cenderung pada pandangan fundamentalis. 

Clifford Geertz mengistilahkan dengan Islam santri dan Islam abangan.23 

Kedua kutub yang dimaksud tersebut adalah kaum agamis dan kaum na-

sionalis.  

Di antara pemikiran politik Islam tentang hubungan agama dan negara 

adalah negara Islam. Di Indonesia sulit dilacak kapan istilah ini muncul 

dalam catatan sejarah modern. Menurut Syafi’i Ma’arif, pemimpin-pem-

impin Syarekat Islam yang telah berbicara tentang suatu kekuasaan atau 

pemerintahan Islam di akhir 1920-an. Surjopnaroto menggunakan tema 

“suatu pemerintahan Islam”, sementara Sukiman memakai istilah “Suatu 

kekuasaan Islam”. Menurut Sukiman, untuk menciptakan suatu 

kekuasaan Islam di Indonesia merupakan tujuan kemerdekaan.24 



181 | M. Sidi Ritaudin 

Refleksi Vol. 11, No. 2 (2009) 

Sebagaimana telah diketahui, bahwa diskursus tentang agama dan 

negara berawal sekitar tahun 1926.25 Namun secara resmi di panggung 

politik Indonesia dibuat pertama kali adalah dalam sidang BPUPKI (ba-

dan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia) pada tahun 

1945.26 Perdebatan tentang dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI 

memang tegang dan panas. Ada dua aliran politik yang muncul ke per-

mukaan, yaitu Islam di satu pihak dan aliran sekuler di pihak lain. Prof. 

Supomo menjelaskan bahwa paham pertama dibela oleh ahli-ahli agama 

yang bertujuan mendirikan suatu negara Islam di Indonesia. Paham kedua 

sebagaimana disarankan Hatta, ialah paham pemisahan antara urusan 

negara dan urusan Islam. Pendeknya bukan suatu negara Islam.27 Paham 

kedua ini di bela oleh kaum Nasionalis. 

 

Pandangan Tokoh Agama  

Pemikiran politik yang berkembang merepresentasikan pandangan 

tokoh agama di antaranya dikemukakan oleh M. Natsir yang mengupas 

masalah hubungan Islam dengan negara. Ia mendasarkan uraiannya 

kepada QS. [51]: 56, Allah berfirman: “Dan Kami tidak jadikan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku”. Dari ayat ini 

Natsir mengembangkan teorinya dengan mengatakan: “...seorang Islam 

hidup di atas bumi ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang 

hamba Allah yang mencapai kejayaan dunia dan kemenangan akhirat. 

Negara sebagai kekuatan dunia merupakan sesuatu yang mutlak bagi al-

Qur’an, sebab hanya dengan itulah aturan-aturan dan ajaran-ajarannya 

dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata.28  

Argumentasi yang dikemukakan Natsir tersebut menampakkan sebuah 

benang merah antara pemikiran klasik Ibnu Taimiyah dengan M. Natsir, 

negara adalah alat bagi Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah 

demi keselamatan dan kesentosaan manusia. Sebagai alat, adanya negara 

bersifat mutlak, karena itu Natsir membela prinsip intergreted Agama dan 

Negara.29 Lebih lanjut ia mengatakan bahwa perjuangan tidak terhenti 

dengan terciptanya suatu negara Islam, yang lebih penting adalah sub-

stansinya, bukan simbol, yakni kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. 

Nama kepala negara simbol, maka boleh Khalifah, amirul mukminin, 

presiden atau raja, asal sifat-sifat hak dan kewajiban adalah sebagai yang 

dikehendaki oleh Islam.30 
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M. Natsir mengusulkan Islam sebagai dasar negara, sebab Islam sebagai 

agama mayoritas rakyat Indonesia serta dapat menjamin keragaman hidup 

antar berbagai golongan dalam negara dengan penuh toleransi. Ia menolak 

Pancasila sebab menurutnya Pancasila itu bercorak (Lā-dīniyah), karena 

itu ia sekuler, tidak mau meyakini wahyu sebagai sumbernya, melainkan 

digali dari akar budaya bangsa. Pancasila dianut sebagai dasar rohani, 

akhlak dan susila oleh negara dan bangsa Indonesia, maka yang substansial 

bagi Natsir adalah tafsiran tentang Pancasila. Tidak seorang pun yang ber-

hak memonopoli tafsirnya, termasuk perumusannya. Sungguh pun Pan-

casila mengandung tujuan-tujuan Islam, ia bukanlah berarti Islam.  

Meski pandangan politik M. Natsir tersebut kelihatannya memang 

“ngotot” untuk memosisikan Islam sebagai dasar negara, namun argumen-

tasi Soekarno tentang Nation State lebih mendukung konsep NKRI dan 

oleh karena mengalami deadlock maka terjadilah peristiwa 5 Juli 1959 se-

buah dekret Presiden. Nation State, seperti dikemukakan oleh Giddens 

(1981: 190), merupakan seperangkat bentuk institusional pemerintahan 

yang mempertahankan suatu monopoli administratif terhadap suatu wila-

yah dengan batas-batas tertentu di mana kekuasaannya dijalankan melalui 

hukum serta kontrol langsung sarana-sarana kekerasan internal maupun 

eksternal.  

Model Nation State sudah menjadi kontrak politik yang dikuman-

dangkan dalam bentuk proklamasi kemerdekaan, yang secara jelas menun-

jukkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara bangsa yang meliputi 

wilayah Nusantara. Karakter dasar yang meliputi teritorialitas, kontrol atas 

sarana-sarana kekuasaan, struktur kekuasaan yang bersifat impersonal dan 

adanya legitimasi politik31 secara teoritis, Indonesia telah memiliki karak-

ter-karakter seperti yang dikemukakan Held di atas.  

Sebagai Nation State, Indonesia menyatukan berbagai ikatan primor-

dial (agama, suku, daerah, bahasa, dan sebagainya) ke dalam satu ikatan 

kebangsaan yang bernama bangsa Indonesia dengan organisasi negara yang 

bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kaitan 

dengan kehidupan beragama, Indonesia merupakan sebuah religious Na-

tion State, yakni suatu negara yang mengakui dan melindungi agama-

agama dan para penganutnya yang ada di negara Indonesia. Menurut 

Mahdud, penegasan ini penting, karena Indonesia berbeda dengan com-
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mon nation State common nation State yang sekuler sepenuhnya atau Is-

lamic Nation State yang hanya mendasarkan pada satu agama yakni agama 

Islam.32 

Perlu diingat, bahwa para founding father negeri ini dengan sangat arif 

telah membuat kesepakatan (meskipun melalui perdebatan sengit) untuk 

menyatukan berbagai klan, suku, agama, daerah, bahasa ke dalam ikatan 

satu bangsa dan Negara yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai bangsa 

dan Negara Indonesia, inilah Nation State Indonesia.  

Kesepakatan demikian tentu saja melahirkan komitmen yang harus di-

pegang bersama secara teguh, yakni menjaga kelangsungan hidup bangsa 

ini. Dengan demikian, komitmen bersama tersebut bukan hanya mendi-

rikan satu negara bangsa yang bernama Indonesia, tetapi juga komitmen 

untuk menjaga kelangsungannya. Dengan demikian, menurut Mahfud, 

komitmen akan selalu terdiri dari dua hal, yaitu, menjaga integritas atau 

keutuhan negara dengan menjaga jati diri bangsa.33 Komitmen inilah yang 

menjadi prinsip dasar pemikiran, terutama kaum nasionalis. 

 

Pandangan Kaum Nasionalis  

Paham kaum nasionalis tentang hubungan agama dan negara antara 

lain dikemukakan oleh Soekarno. Dari surat-surat Soekarno dari Endeh 

1936 dan Pidato-pidatonya terlihat ia mendukung paradigma sekuler.34 

Dalam teks surat tersebut Soekarno mengatakan bahwa meskipun agama 

mengatur negara tetapi hal itu bukan ijma ulama. Dengan mengutip Ab-

dur Raziq ia berargumen bahwa pekerjaan Nabi hanyalah mendirikan 

suatu agam saja, tanpa maksud mendirikan suatu negara, satu pemerintah 

dunia, tanpa pula memutuskan adanya satu khilafah atau satu kelompok 

umat buat urusan-urusan negara.35 

Untuk memperjuangkan pendapatnya, bahwa agama-agama harus 

dipisahkan dari negara dan sekaligus menjaga persatuan, maka Soekarno 

menawarkan suatu kompromi, yaitu Pancasila diakui sebagai dasar negara, 

dan kalangan Islam bekerja keras mengisi (melalui pemilu) kursi-kursi 

DPR sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan, akan sesuai dengan 

ajaran Islam.36 Soekarno, dengan lantang, mengatakan “Jika rakyat berko-

bar-kobar keislamannya tentu parlemen dibanjiri oleh ruh Islam, dan 

semua putusan-putusan parlemen adalah bersifat Islam.”37 Dari uraian 

tentang kedua paham ini, dapat dinyatakan bahwa, baik kaum agamis 
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yang bercorak paradigma intergreted maupun nasionalis yang bercorak par-

adigma sekuleristik, keduanya tidak mempersoalkan kedudukan agama 

dalam negara dari segi ideologi dan eksistensinya, hanya saja keduanya ber-

beda dari segi teknik penyelenggaraan negara.  

Perbedaan teknis penyelenggaraan dimaksud kurang lebih demikian; 

kaum agamis melihat bahwa agam (Islam) dapat disatukan dalam penye-

lenggaraan negara. Dan jika dapat disatukan mengapa harus dipisahkan. 

Sedangkan kaum nasionalis melihat bahwa dengan memisahkan agama 

dari negara tidak berarti bahwa ruh agama tidak dapat dimasukkan dalam 

penyelenggaraan negara, sementara di pihak lain persatuan dan kesatuan 

bangsa untuk membangun suatu bangsa yang tertinggal sangat dibutuh-

kan. Tampaknya, Soekarno secara implisit menyetujui pemikiran politik 

yang dikembangkan oleh Natsir, namun sebagai tokoh nasionalis yang 

lebih mengedepankan NKRI yang di dalamnya mengakomodir multi-

agama, maka Soekarno berkeyakinan bahwa Pancasila dapat menjadi dasar 

pemersatu bangsa.  

Pada masa Orde Baru kita mengenal konsep demokrasi Pancasila yang 

merupakan sebuah sintesis dari Demokrasi Liberal tahun 1950-an dan 

demokrasi terpimpin (1959-1965), namun mungkin karena prioritas yang 

difokuskan kepada pembangunan ekonomi yang harus ditopang stabilitas 

politik dan keamanan nasional, pembangunan demokrasi mengalami ke-

lambanan. Dalam kaitan ini ide politik Islam selama periode Orde Baru 

harus disampaikan dengan sangat hati-hati, dan ide tentang Negara Islam 

sudah gugur dengan sendirinya dengan ditetapkan Pancasila sebagai satu-

satunya asas oprol dan ormas. Ide Negara Islam berdasarkan syariah Islam 

(baca al-Qur’an dan Hadis) berhadapan dengan Ide Negara Nasional ber-

dasarkan Pancasila, yang akhirnya melalui Dekrit 5 Juli 1959 Ide Negara 

Islam “dikalahkan”, sementara dasar Pancasila “dimenangkan”. Dengan 

demikian, Negara Nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila meru-

pakan bentuk final bagi Umat Islam.  

Pergerakan wacana keislaman dari eksklusivisme ke inklusivisme Islam 

terlihat dalam percaturan politik pada dekade 70-an dan 80-an. Dengan 

berbekal dukungan struktural, baik secara maupun tidak langsung, 

pemikiran-pemikiran baru mulai berkembang luas yang pada gilirannya 

membawa perubahan-perubahan besar terhadap Islam, baik secara insti-

tusional maupun dalam bentuk perubahan pemikiran mengenai berbagai 

ajaran agama. Secara institusional, perubahan itu dapat dilihat dengan 
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munculnya institusi-institusi baru yang menggantikan institusi lama sep-

erti munculnya PPP sebagai fusi dari partai-partai Islam pada tahun 1973, 

kemudian lenyapnya partai-partai Islam setelah PPP mengganti asasnya 

dari Islam ke Pancasila pada tahun 1984. Sedangkan munculnya institusi 

baru sebagai bentuk, meminjam istilah Fachri Ali, “Akomodasi non Poli-

tik Islam Indonesia dalam struktur Orde Baru”,38 antara lain ditandai 

dengan terbentuknya MUI tahun 1975, ICMI tahun 1990, BMI tahun 

1991 dan sebagainya.  

Perlu diingat, bahwa semua aktivitas politik Islam dan program-pro-

gram kerja ormas dan orpol paralel dengan program-program politik Orde 

Baru. Paralelisme itu paling tidak mempunyai dua makna penting bagi 

perkembangan politik Islam. Pertama, telah cairnya “gap ideologi antara 

Islam di satu sisi dengan negara di sisi lain”. Kedua, terbukanya kemung-

kinan adanya akomodasi politik maupun non politik terhadap umat Islam 

sebagai bentuk perubahan perlakuan negara terhadap komunitas Islam. 

Namun, R. William Liddle, mengemukakan bahwa rezim Soeharto telah 

mengambil suatu kebijakan politik dua jurusan terhadap Islam, yaitu 

menunjukkan ketaatan beragama pada tingkat personal dan menentang 

politik agam pada tingkat komunal.39 

Pasca Orde Baru membawa angin baru dan harapan baru bagi umat 

Islam. Hal ini setidaknya ditandai dengan naiknya BJ. Habibie dan Ab-

durrahman Wahid sebagai Presiden ketiga dan keempat, namun kedua-

duanya tidak bertahan lama, kebijakan-kebijakan ditempuh belum ma-

tang dan tidak sempat berkembang. Situasi politik dan keamanan semakin 

tak menentu dengan munculnya berbagai kasus di segala bidang, sepeti 

kasus Ambon, Irian, Poso, Sampit, Aceh, Timor-Timur, Bank Bali, Goro, 

Edy Tansil, Tommy dan lain-lain masih banyak lagi. Akhirnya, dalam 

kondisi krisis dengan berbagai dimensinya, pada masa Habibie pemilu di-

percepat, dengan berbagai manuver politiknya Islam tampil melalui poros 

tengah di Parlemen dapat mendudukkan Gus Dur pada kursi kepresi-

denan. Namun dalam masa yang singkat situasi dan kondisi semakin 

parah, lalu pada akhirnya ia pun (Gus Dur) dilengserkan melalui SI MPR. 

Harapan baru pun muncul ketika Megawati (Wapres waktu itu) naik 

Tahta kepresidenan. Terlepas dari pro kontra mengenai pimpinan wanita 

dalam wacana pemikiran politik Islam, Megawati terlihat mendapat 

dukungan mayoritas penduduk dan mayoritas MPR, tak terkecuali 

dukungan para Kiai dan Ulama. Di samping dukungan dalam negeri, ia 
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pun dalam wacana politik makro mendapat dukungan kuat dari luar 

negeri. Namun sayang, pada rezim Megawati ini pun konstelasi pemikiran 

politik Islam pun tidak mengalami kemajuan yang signifikan, bahkan 

huru-hara dalam negeri tidak berkesudahan, melainkan muncul kasus-ka-

sus baru, yang menyebabkan tidak optimalnya pemerintah membawa 

suatu perubahan bagi masyarakat dan bangsa.  

 

Kepemimpinan dan Pemerintahan yang Ideal 

dalam Konteks Keindonesiaan  

Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, termasuk 

founding fathernya adalah orang-orang Muslim, maka Indonesia lebih 

cenderung pada Islam moderat demi mengakomodir ideologi-ideologi di 

luar Islam sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan (NKRI) yang 

sudah final itu. Politik dalam nuansa keindonesiaan bentuk pemerintahan 

disesuaikan dengan posisinya sebagai alat untuk menegakkan keadilan, ke-

makmuran, kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman masyarakat.40 

Berdasarkan diskursus tersebut, falsafah dan dasar negara Indonesia 

tidak al-Qur’an, melainkan Pancasila dan UUD-1945. Namun demikian 

keduanya bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Dapat dilihat umpa-

manya Pancasila, sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa itu men-

jiwa semua sila yang lain, rujukannya adalah al-Qur’an surat al-Nisā’ ayat 

156 tentang ketaatan menaati pemimpin termasuk penguasa di bidang 

politik pemerintahan dan negara yang bersyarat, yaitu pemimpin yang taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis Rasulullah SAW, kita jumpai 

petunjuknya, bahwa menaati pemimpin bagi setiap Muslim merupakan 

kewajiban, tetapi apabila pemimpin tersebut memerintahkan perbuatan 

dosa, maka boleh ditentang. (H.R. al-Bukhārī – Muslim).  

Pandangan di atas sejalan dengan argumentasi Ibnu Taimiyyah yang 

mengatakan bahwa di dalam al-Qur’an tidak disebut-sebut tentang suksesi 

(politik), mungkinkah Allah telah lalai untuk menyinggung masalah yang 

teramat penting jika pembentukan negara Islam itu wajib. Bagi Ibn 

Taimiyyah menegakkan negara bukanlah asas atau tujuan agama dan 

bukan pula sebagai sebuah pelengkap yang diperlukan oleh agama.41 Ber-

dasarkan pemahaman terhadap statement ini, maka dalam konteks Islam 

politik dan praktik politik yang ideal dalam bingkai NKRI pemerintahan 

dan gaya kepemimpinan yang ideal adalah gaya politik Islam moderat.  
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Konsep Islam tentang Islam moderat begitu penting dan mulia dan 

merujuk pada praktik politik Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidun yang ber-

dasarkan pada Piagam Madinah. Moderat dalam pengertian Islam menc-

erminkan karakter dan jati-diri yang khusus dimilik oleh manhaj Islam 

dalam pemikiran dan kehidupan, dalam pandangan, pelaksanaan dan pen-

erapan. Dengan moderat ini pula terbentuk warna peradaban Islam pada 

setiap nilai, idealisme, kriteria, dasar-dasar, serta simbol-simbol, sehingga 

dapat dikatakan bahwa sikap moderat Islam bagi manhaj Islam dan 

peradabannya merupakan sudut pandangnya. Sifat moderat Islam telah 

mencapai dan menduduki posisi ini dalam peradaban Muslim karena pe-

nolakannya terhadap ekstrimitas dan eksageritas kezaliman dan kebatilan.42 

Dari sudut pandang al-Qur’an, setiap orang yang tidak adil kepada 

dirinya sendiri atau kepada orang lain adalah zalim. Dalam bahasa sehari-

hari, orang yang zalim hanyalah orang yang menyimpangkan hak-hak 

orang lain. Tetapi menurut terminologi Qurani, orang yang zalim adalah 

orang yang tidak adil terhadap diri sendiri.43 Sebagai negara religius yang 

bertumpu pada Pancasila dan UUD-1945, maka gaya kepemimpinan 

tidak boleh bersikap zalim dan tidak adil dalam melaksanakan kepemimpi-

nan. Maka Pancasila dijadikan sebagai moral bangsa.  

Uraian mengenai kelima Sila dari Pancasila secara ringkas adalah se-

bagai berikut:44  

1) Ketuhanan Yang Maha Esa: orang harus percaya dan takwa kepada 

Tuhan YME, dan menghargai orang lain yang berbeda agama atau 

kepercayaan, Jadi ada sikap hormat-menghormati dan kerukunan 

hidup beragama, dan ada kebebasan beribadah tanpa paksaan. 

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab: tidak sewenang-wenang, dan 

bisa tepa selira, mencintai sesama manusia. Tanpa ada diskriminasi, 

dan sama hak serta kewajiban asasi selaku manusia. Toleran ter-

hadap sesama, saling menghormati; mampu melakukan kegiatan-

kegiatan manusiawi dan kerja-sama dengan bangsa-bangsa lain.  

3) Persatuan Indonesia: cinta tanah air, menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, menempa patriot-

isme dan nasionalisme. 1Menempatkan persatuan dan kesatuan 

bangsa di atas kepentingan golongan, atas dasar Bhineka Tunggal 

Ika.  

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musya-

warah/ perwakilan: bersifat demokratis, bersemangat gotong 
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royong (kooperatif, kolektif) dan kekeluargaan, juga patuh pada 

putusan rakyat yang sah atas pertimbangan akal sehat dan hati nu-

rani luhur.  

5) Keadilan Sosial: hidup sederhana, tidak boros, mengamalkan 

kelebihan untuk menolong orang lain, menghargai kerja yang ber-

manfaat, dan ada keadilan yang lebih merata di segala bidang ke-

hidupan.  

Norma-norma yang tercakup dalam Pancasila itu sekaligus juga meru-

pakan sistem nilai yang perlu dihayati dan diamalkan oleh setiap warga 

negara, khususnya oleh para pemimpin. Nilai-nilai dan norma kepem-

impinan yang diwariskan oleh para pujangga di masa lalu itu merupakan 

investasi spiritual, dalam mana diutamakan unsur keikhlasan berkorban 

dan mengabdi demi kepentingan orang banyak, sekaligus memberikan 

keteladanan yang baik.45 

Merujuk kepada praktik politik pada masa Nabi dan al-Khulafa al-Ra-

syidun, konteks kepemimpinan ideal keindonesiaan, paling tidak butir-

butir kesepakatan antar berbagai golongan dapat dijadikan referensi guna 

mewujudkan kesatuan politik bersama mengingat Indonesia terdiri dari 

kesatuan pluralitas politik. Namun demikian, lebih jauh yang harus dic-

ermati, kesepakatan-kesepakatan yang dibangun sering kali dikhianati. 

Bahkan secara kasat mata para pemimpin politik kita di parlemen tidak 

lagi memperjuangkan aspirasi rakyat, melainkan lebih mengutamakan 

kepentingan pribadi atau kelompok. Baik perspektif tata nilai Islam mau-

pun Pancasila dan UUD-1945 jelas-jelas menentang sikap yang demikian 

itu.46 

Mencermati banyaknya para pemimpin dari berbagai level pemerinta-

han, baik eksekutif maupun legislatif bahkan yudikatif yang mengkhianati 

kontrak politik (Pancasila dan UUD-1945), maka diperlukan gaya kepem-

impinan yang tegas, pemberani, konsisten, integrated, akuntabel, namun 

bijaksana dan beretika. Gaya kepemimpinan demikian ini terlihat sekali 

pada sosok Khalifah Umar bin Khattab yang telah sukses membawa 

Negara Islam menjadi berkembang dan tampil sebagai Adi Kuasa dunia. 

Jika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang memiliki gaya kepemimpi-

nan yang demikian , maka komunitas Muslim Indonesia dapat optimis 

akan menjadi bangsa yang besar seperti yang dicita-citakan oleh Bung 

Karno.  
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Tipe dan gaya kepemimpinan seperti yang ditampilkan oleh sosok para 

al-Khulafa al-Rasyidun adalah tipe pemimpin karismatik yang memiliki 

kekuatan energi, daya tarik dan perbawa yang luar biasa untuk 

mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat 

besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang handal serta bisa dipercaya. 

Pemimpin demikian itu banyak memiliki inspirasi, keberanian, dan 

berkeyakinan teguh pada pendirian sendiri. Totalitas kepribadian pem-

impin itu memancarkan pengaruh dan daya tarik yang teramat besar. 

Tokoh-tokoh besar semacam ini, menurut sosiolog Muslim Ibn Khaldun 

akan muncul setiap abad. Sekedar contoh dapat disebut Nabi Muhammad 

SAW, al-Khulafa al-Rasyidun, Iskandar Zulkarnaen, Jengis Khan, 

Ghandi, Jhon F. Kennedy, Sukarno, Margaret Tatcher, Gorbachev dan 

lain-lain.47  

Teoretikus politik Muslim pada umumnya setuju jika Islam tidak bisa 

dipisahkan dengan persoalan kenegaraan, tentu saja termasuk persoalan 

sikap dan tingkah laku pemimpin. Hanya saja yang patut diwaspadai ada-

lah sikap restriksi dan represi dari pemerintah yang mengabaikan nilai-

nilai humanisme. Untuk itu perspektif keindonesiaan harus diperjuangkan 

Islam komprehensif (kaffah), yang dimanifestasikan dalam bentuk ideologi 

Pancasila, yang jelas-jelas merupakan landasan konstitusional kehidupan 

bernegara. Hal ini tidak perlu diragukan, karena pemikiran Islam yang 

berkembang di Indonesia adalah Islam substantif, dan nilai-nilai Pancasila 

didasari oleh nilai Islam substantif tersebut, yaitu Ketuhanan Yang Maha 

Esa sebagai roh atau jiwa dari sila-sila yang lain. Tentang hubungan Islam 

dan Negara yang terbagi pada tiga mazhab, fundamentalisme, sekularisme 

dan moderatisme.  

Masykuri Abdullah,48 secara lebih komprehensif namun sejalan dengan 

apa yang telah dikemukakan oleh Ritaudin di atas, membahas tentang 

hubungan antara Islam dan negara dalam pemikiran politik Islam kon-

temporer ini, yakni:  

1) Pendapat bahwa Islam adalah agama lengkap dan mencakup semua 

aspek kehidupan, termasuk kehidupan kenegaraan. Pendapat ini 

diikuti oleh kelompok tradisionalis dan kelompok Islamis (“funda-

mentalis”).  

2) Pendapat bahwa Islam, seperti halnya agama-agama lain, mem-

isahkan persoalan-persoalan agama dan negara. Pendapat ini diikuti 

oleh kelompok sekularis.  
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3) Pendapat bahwa Islam hanya memuat prinsip-prinsip umum ten-

tang kehidupan kenegaraan, sedangkan aturan operasionalnya bisa 

merupakan hasil pemikiran umat Islam sendiri atau mengadopsi 

dari umat lain (Barat). Pendapat ini diikuti oleh kelompok 

modernis, yang dalam praktiknya terdiri atas tiga sub kelompok, 

yakni:  

a. Kelompok yang tetap memperjuangkan implementasi syariah, 

dan dengan sendirinya etika Islam, sehingga dalam praktiknya 

tidak jauh beda dengan kelompok pertama; 

b. Kelompok yang memperjuangkan implementasi hanya nilai-

nilai dan etika Islam, sehingga dalam praktiknya tidak jauh beda 

dengan kelompok kedua; 

c. Kelompok yang tetap memperjuangkan sedapat mungkin imple-

mentasi syariah, dan otomatis etika Islam, atau minimal prinsip-

prinsipnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ke-

lompok ini adalah kelompok moderat.  

Idealisasi gaya kepemimpinan dan praktik politik keindonesiaan yang 

dikaitkan dengan praktik politik al-Khulafa al-Rasyidun, adalah pemikiran 

politik “Tamaddun” dalam arti - membawa Indonesia pada permainan 

politik yang berperadaban tinggi, dalam istilah Amin Rais adalah hight pol-

itic, dan hal ini merupakan cita-cita reformasi yang ingin ditegakkan, teru-

tama oleh kalangan mahasiswa. Konsep memberdayakan masyarakat 

menuju negeri yang adil, terbuka dan demokratis merupakan praktik poli-

tik al-Khulafa al-Rasyidun sebagaimana telah diungkapkan terdahulu.  

 

Penutup  

Bentangan sejarah yang panjang agaknya telah menorehkan benang 

merah konsep pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga modern. 

Namun demikian, untuk kasus Indonesia pada era kontemporer dewasa 

ini, konsep negara Nasional berdasarkan Pancasila sudah final. NKRI ada-

lah harga mati. Jadi meskipun adagium “cinta Tanah Air merupakan 

setengah dari iman”. Tapi hal ini telah berhasil membangun Nation State, 

dengan bersatunya berbagai etnis menjadi etnis Indonesia. Keampuhannya 

telah diberkahi oleh Allah swt. dengan berdirinya Negara RI. Maka para-

digma integrated antara agama dan negara sudah gugur dengan sendirinya. 

Agaknya yang dikembangkan adalah paradigma simbiotik substansialisti.  
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Meskipun di Indonesia muncul paradigma nasionalis vis a vis religius, 

akan tetapi Indonesia bukanlah negara yang tampil dengan ideologi seku-

ler. Bukan pula negara agama tertentu, melainkan negara yang mengayomi 

berkembangnya semua agama. UUD-1945 dan Pancasila menjamin hal 

itu. Disharmoni hubungan Islam dan negara pada awal Orde baru karena 

masih adanya saling curiga antara keduanya. Munculnya pemikiran-

pemikiran dari aktivis politik Islam dengan menawarkan wacana keis-

laman yang non ideologis (tidak bertentangan dengan UUD-1945 dan 

Pancasila) ternyata telah menampilkan citra baru Islam yang toleran, tidak 

formalistik, legalistik dan eksklusif, akan tetapi berwatak inklusif dengan 

pendekatan kultural substansial, simbiosis mutualistik.  
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